
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
BUPATI PESAWARAN,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasai 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesawaran dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupate Nomor 61);

10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas adalah Dinas PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten

Pesawaran Tipe B.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas PemberdayaanPerempuanDan

PerlindunganAnak Kabupaten Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas

PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten Pesawaran.
8. SubBagian adalah SubBagian pada Dinas

PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Pesawaran.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak

Kabupaten Pesawaran.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.



11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsurpelaksana
urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Organisasi Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) SubBagian terdiri dari:

1) SubBagianAdministrasi Umum dan Kepegawaian.
2) SubBagianProgram dan Keuangan,

b. BidangKualitasHidupPerempuandanKeluarga,membawahkan 3 (tiga) Sub
Bidang terdiri dari:
1) SeksiPengarusütamaanGender.
2) SeksiPemberdayaanPerempuan.
3) Seksi PengumpulandanPengolahan Data PengarusUtamaanGender.

c. BidangPerlindungandan Penanganan Kekerasan Perempuan, membawahkan 3
(tiga) SubBagian terdiri dari:
1) SeksiPerlindunganPerempuan.
2) SeksiPenangananKekerasanPerempuan.
3) SeksiPengumpulandanPengolahan Data KekerasanPerempuan.

d. BidangPerlindungandan Penanganan Kekerasan Anak, membawahkan 3 (tiga)
Sub Bidang terdiri dari:
1) SeksiPerlindunganAnak.
2) SeksiPenangananKekerasanAnak.
3) SeksiPengumpulandanPengolahan Data KekerasanAnak.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bagan Struktur Organisasi Dinas
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnaksebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas,menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
urusan PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak;

d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan di bidang
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya

(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas;

b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anakagar sesuai dengan perencanan yang telah
ditentukan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas instansi terkait dalam
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar terjadi
kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan
pembangunan;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai acuan
pelaksanaan tugas;

e. membagi habis tugas kedinasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur
yang berada di lingkungan Dinas mengetahui dan memahami beban tugas
dan tanggung jawabnya;

f. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;



i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan
pertimbangan lebih lanjut.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat,
penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a, perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan lingkup Dinas PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.

(4) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
a. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan

kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
c. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh bidang dan Sub Bidang dalam lingkup badan;
d. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
e, mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan,

aset dan perlengkapan;
f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum,

pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
g. melakukan penilaian prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karir;
h. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/ bahan

pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
i, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan

kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok danfungsi.



Paragraf 3
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) SubBagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan
serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatanSub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai
berikut :

a. menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian;

b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan badan;

c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian
di lingkungan badan;

d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

e. melaksanakan urusan rumah tangga badan;

f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset
kantor, baik bergerak maupun yang tidak bcrgerak;

g. menginventarisasi masalah-masalah dan menyiapkan data/bahan pemecahan
masalah sesuai bidang tugas;

h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan program;
i, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan

kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4
Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat
program kerja dan pengelolaan keuangan Dinas
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatanSub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala SubBagian Program dan Keuangan sebagai berikut :

a. Menyusun, merumuskan program kerja Dinas, baik yang bersifat program
jangka pendek maupun jangka menengah;

b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan
prasarana penunjang kelancaran operasional dinas;

c. menyusun daftar usulan kegiatan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA dinas;

e. melaksanaan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata
laksanadan pengelolaan keuangan dinas;

f. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;

g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;

i. menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

j. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;

k. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;

1. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan
program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;

m. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta
menyusun laporan hasil pelaksanaannya;

n. menyiapkan data pendukung (suppiemen) penyusunan LPPD;

o, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok
dan fungsi;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 8

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargamempunyai tugas menghimpun,
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan
kegiatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargamempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargasebagai
berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam
rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakanuntuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah
disusun;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang kualitas hidup perempuan dan keluargasebagai landasan dalam
pelaksanaan tugas;

d. membagi habis tugas pada bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga
kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
SeksiPengarusUtamaan Gender

Pasal 9

(1) SeksiPengarus Utamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga.

(2) SeksiPengarus Utamaan Gender mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarus Utamaan Gender.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPengarus Utamaan Gender mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPengarus Utamaan Gender sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam rangka
penyusunan rencana program kerja seksi pengarus utamaan gender untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi pengarus utamaan gender dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan
tokoh agama dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang
pengarusutamaan gender;

e. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum;

f. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum;

h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum;

i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi pengarusutamaan gender agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

1. membagi habis tugas seksi pendaftaran, kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 7
SeksiPemberdayaan Perempuan

Pasal 10

(1) SeksiPemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga.

(2) SeksiPemberdayaan Perempuanmempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidangPemberdayaan Perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPemberdayaan Perempuanmempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam rangka
penyusunan rencana program kerja seksi pemberdayaan perempuanuntuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi pemberdayaan perempuandan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi pemberdayaan perempuanagar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

d. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum;

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;



k. membagi habis tugas seksi mutasi data dan pelaporan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

1. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Pengarus Utamaan Gender

Pasal 11

(1) SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Pengaurus Utamaan Genderdipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

(2) SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Pengarus Utamaan Gendermempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangKualitas
Hidup Perempuan dan Keluarga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPengumpulandanPengolahan Data Pengarus Utamaan Gendermempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Pengarus Utamaan
Gendersebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam rangka
penyusunan rencana program kerja seksi pengumpulan dan pengolahan data
pengarus utamaan genderuntuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi pengumpulan dan pengolahan data pengarus utamaan genderdan
penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasiaparatur non strukturalumum di
lingkunganseksipengendalian pendudukdaninformasikeluarga agar
dapatmelaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;

d. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender ;



g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender ;

h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan;

j. pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
kualitas keluarga;

k, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak
anak;

1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

m. membagihabis tugas seksiproyeksi dan
perkembanganpendudukkepadaaparatur non
strukturalumumsebagaibawahannya, agar setiappersonilmemahami tugas dan
tanggungjawabnya;

n. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunaan program lebih lanjut;

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9
Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan

Pasal 12

(1) Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan mempunyai tugas
menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta
melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuanmempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendaüan, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan
Perempuansebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang Perlindungan dan
Penanganan Kekerasan Perempuanuntuk dijadikan bahan acuan dalam
pelaksanaan tugas;



b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang perlindungan perempuan, penanganan kekerasan
perempuan, pengumpulan dan pengolahan data kekerasan perempuan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah
disusun;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuansebagai landasan
dalam pelaksanaan tugas;

d. membagi habis tugas pada bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan
Perempuankepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
SeksiPerlindungan Perempuan

Pasal 13

(1) SeksiPerlindungan Perempuandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPerlindunganPerempuan.

(2) SeksiPerlindungan Perempuanmempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPerlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPerlindungan Perempuan sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan bidang Perlindungan Perempuandalam rangka penyusunan
rencana program kerja seksi perlindungan perempuan untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi perlindungan perempuan dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;



c. penyiapan perumusan kebijakan di perlindungan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

o. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi perlindungan perempuan agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

p. membagi habis tugas seksi distribusi alokon, kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

q. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;



r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

s. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 11
SeksiPenanganan Kekerasan Perempuan

Pasal 14

(1) SeksiPenanganan Kekerasan Perempuandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
PerlindunganPerempuan.

(2) SeksiPenanganan Kekerasan Perempuanmempunyai tugas penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPenanganan Kekerasan Perempuanmempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPenanganan Kekerasan Perempuansebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang perlindungan perempuandalam rangka penyusunan
rencana program kerja seksi penanganan kekerasan perempuan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi penanganan kekerasan perempuan dan penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;



h. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam nimah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan

q. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi penanganan kekerasan perempuanagar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

r. membagi habis tugas seksi penanganan kekerasan perempuan kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

s. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

t. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnyan yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 12
SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Perempuan

Pasal 15

(1) SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Perempuan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang PerlindunganPerempuan.

(2) SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Perempuan mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPengumpulandanPengolahan Data KekerasanPerempuan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan
Perempuansebagai berikut:
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kcrja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan bidang perlindungan perempuandalam rangka penyusunan
rencana program kerja seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan
perempuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan perempuan dan
penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan;

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;

f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan;

g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan;

h, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan;

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan;



j, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non sruktural umum di
lingkungan seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan perempuan
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

k. membagi habis tugas seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan
perempuan kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

1. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunaan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 13
Bidang Perlindungandan Penanganan Kekerasan Anak

Pasal 16

(1) Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anakdipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anakmempunyai tugas
menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta
melaksanakan kegiatan Perlindungan Anak.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anakmempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan
Anaksebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang pencatatan sipil
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memanlau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang perlindungan anak, penanganan kekerasan anak,
pengumpulan dan pengolahan data kekerasan anakagar pelaksanaan tugas
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang perlindungan anaksebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala
bidang perlindungan anak;

d. membagi habis tugas pada bidang perlindungan anakkepada bawahan agar
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program ketja selanjutnya;

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;



h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
SeksiPerlindungan Anak

Pasal 17

(1) SeksiPerlindungan Anakdipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PerlindunganAnak.

(2) SeksiPerlindungan Anakmempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPerlindunganAnakmempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala SeksiPerlindungan Anaksebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang perlindungan anak dalam rangka penyusunan rencana
program kerja seksi perlindungan anak untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi perlindungan anak dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan

khusus anak;
e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;



i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

j. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,
nonpemerintah, dan dunia usaha;

k. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak;

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus;

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi perlindungan anak agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

q. membagi habis tugas seksi perlindungan anak, kepada aparatur non
sruktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data
daribawahansebagaibahanuntukmembuatlaporanpelaksanaan tugas
kepadaatasansebagaimasukandalampenyusunanprogramlebihlanjut;

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
t. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 15
SeksiPenanganan Kekerasan Anak

Pasal 18

(1) SeksiPenanganan Kekerasan Anakdipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
PerlindunganAnak.

(2) SeksiPenanganan Kekerasan Anakmempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Kekerasan Anak.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SeksiPenanganan Kekerasan Anakmempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.



(4) Uraian tugas Kepala SeksiPenanganan Kekerasan Anaksebagai berikut :

a. melakukansinkronisasi dan korelasikerjadenganunitkerjalainnya di
lingkunganbidangperlindungananakdalamrangkapenyusunanrencanaprogram
kerjaseksipenanganankekerasananakuntukdijadikanpedomandalampelaksana
anpekerjaan;

b. menginventarisasipermasalahan yang berhubungandenganbidang tugas
seksipenanganankekerasananakdan
penyusunanbahanuntukpemecahanmasalahnya;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak;

d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan anak korban
kekerasan;

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan anak;

f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan
korban kekerasan anak;

g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap anak;

h. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan anak;

i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan anak;

j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pemberdayaan korban kekerasan anak;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap anak;

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan korban kekerasan anak;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan korban anak;

q. memimpin, mengarahkan dan memotivasiaparatur non strukturalumumdi
lingkunganseksipenanganankekerasananakagar dapatmelaksanakan tugas
secara berdayaguna dan berhasilguna;

r. membagihabis tugas seksipenanganankekerasananakkepadaaparatur non
strukturalumumsebagaibawahannya, agar setiappersonilmemahami tugas dan
tanggungjawabnya;

s. mengumpulkanmenghimpun dan menyusun data
daribawahansebagaibahanuntukmembuatlaporanpelaksanaan tugas
kepadaatasansebagaimasukandalampenyusunanprogramlebihlanjut;

t. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
u, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 16
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Anak

Pasal 19

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Anak dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anak.

(2) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data Kekerasan Anak mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pengumpulan
dan Pengolahan Data Kekerasan Anak.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Anakmempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.

(4) Uraian tugas Kepala Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Anak sebagai
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kekerasan Anak dalam
rangka penyusunan rencana program kerja seksi perkawinan dan perceraian
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan anak dan penyusunan
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
anak;

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
anak;

g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
anak;

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap anak;

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap anak;



j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi memantau aparatur non struktural
umum di lingkungan seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan
anak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja
yang telah disusun;

k. membagi habis tugas seksi pengumpulan dan pengolahan data kekerasan
anak kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

1. mengumpulkan menghimpun dan mcnyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas JabatanBadanPemberdayaan Perempuan Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 13 Desember 2016
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